SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR [100.3.3.2/27 TAHUN 2025

TENTANG

i PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
' PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BULUNGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat

(2),Pasal 14 ayat (2} dan Pasal 16 avat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Fedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, periu

menetapkan  Keputusan Bupati tentang Pejabat

Pengelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat

Daerah Tahun Anggaran 2025;

l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang Undang Darurat No 3 Tahun
1933 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat 1l di Kalimantan [Lembaran Negara Tahun
1953 No 4}, sebagai Undang - Undang [Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1820| sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang No 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Tanah, Laut, Daerah Tingkat 11
Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan
mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang - Undang
Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran



Memperhatikan -

1.

ST

Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Penganti Undang - undang
Nomar 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Momor 41, tambahan
Labang Negara rRebuplik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533):Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik
Negara/Daerah (Lmbaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 192 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6523] Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah:

Surat Edaran Bupati Bulunpan Nomor
100.2/406 /HUKUM-1/2024 1anggal 30 Desember
2024 tentang Pengajuan Usulan Keputusan Bupati
dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Bulungan;

.Surat Edaran Sckretaris Dacrah Kabupaten

Bulungan  Nomor  000.2.3.2/2071/BPKAD-V
tanggal 30 Desember 2023 perihal Pengusulan
Pejabat Penatausahaan BMD dan Pengurus

Barang Pengguna Tahun Anggaran 2024;



Menetapkan
KESATU

REDUA

KETIGA

it

MEMUTUSKAN :

Menectapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
Anggaran 2025, secbagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati in;

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana
di maksud pada Diktum KESATU antara lain:

a. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;

b. Pengurus Barang Pengguna dan

c. Pengurus Barang Pembantu;

Pejabat Pengelola Barang Milik Dacrah sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang
dan tangung jawab sebagai berilkur:

1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

4. menyiapkan rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah pada
Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang vang diperoleh dari beban
AFBD dan perolehan lainnya vang sah;

¢, meneliti pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah vang dilaksanakan oleh Pengurus
Barang dan/atau Pengurus Barang
Pembantu;

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yvang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik  daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

€. mengusulkan rencana penyerahan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan



il

fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan oleh pthak lain;

[, menyviapkan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran dan
tahunan vang dilaksanakan oleh Pengurus
Barang dan fatau Pengurus Barang
Pembantu;

h. memberikan perselujuan alas  Surat
Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan
Surat Perintah Penvaluran Barang (SPPB)
untuk mengeluarkan barang milik daerah dari
gudang penyimpanan;

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris
Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap
tahun;

j. melakukan verifikasi  sebagai  dasar
memberikan  persetujuan atas perubahan
kondisi fisik barang milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan
vang disampaikan oleh Pengurus Barang
Pengguna danfatau Pengurus Barang
Pemnbantu.

2. Pengurus Barang Pengguna

a. membantu menyiapkan dokumen rencana
kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan
status penggunaan barang milik daerah vang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi
barang milik daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah
yang berada pada Pengguna Barang;



h.

S5

menyiapkan dokumen  pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
vang hdak memerlukan persetujuan DPRD dan
barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

menyiapkan dokumen penverahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan vang
tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lam;

menyiapkan dokumen  pengajuan  usulan
pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

menyusun laporan barang semesteran dan
tahunan;

menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB|
berdasarkan nota permintaan barang;
mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB)
kepada  Pegjabat  Penatausahaan  Barang
Pengguna;

menyerahkan barang berdasarkan Surat
Perintah  Penyaluran Barang (SPPB] vang
dituangkan dalam Berita Acara Penverahan
Barang;

membual Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
semesteran dan tahunan;

memberi label barang milik daerah;
mengajukan permohonan persetujuan kepada
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas
perubahan kondisi hisik barang milik daecrah
berdasarkan pengecekan fisik barang;
melakukan stock opnume barang persediaan;

. menyimpan dokumen, antara lain;

[otokopi/salinan dokumen kepemilikan barang
milik daerah dan menyimpan
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asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan;

melakulkan rekonsibasi dalam  rangka
penyvusunan laporan barang Pengguna Barang
dan laporan barang milik daerah; dan
membuat laporan mutasi barang setiap bulan
vang disampaikan kepada Pengelola Barang
melalul Pengguna Barang setelah diteliti oleb
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang,

3. Pengurus Barang Pengguna Pembantu

menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

. menyiapkan usulan permohonan penetapan

status penggunaan barang milik daerah vang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya vang sah;

. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi

barang milik daerah;

. membantu mengamankan barang milik daerah

vang berada pada Kuasa Pengguna Barang;

. menyiapkan dokumen pengajuan  usulan

pemaniaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
vang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan
barang milik daerah sclain tanah dan/atau
bangunan;

menviapkan dokumen penyverahan barang milik
dacrah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungst Kuasa
Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain;

menyiapkan dokumen pengajuan  usulan

pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

. menyusun laporan barang semesteran dan

tahunan;



KETIGA

e

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang [SPB)
berdasarkan nota permintaan barang;

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB)
kepada Kuasa Pengguna Barang;

k. menverahkan barang berdasarkan Suras
Perintah Penyaluran Barang (SPPB) wyang
dituangkan dalam Berita Acara Penverahan
Barang;

. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
semesleran dan tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada
Fejabat Penatausahaan Pengguna Barang
melalul  Kuasa Pengguna Barang atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah
pengecekan fisik barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpar dokumen, antara lain:
fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang
milik daerah dan menyimpan

asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan:

q. melakukan  rekonsiliasi  dalam  rangka
penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna
Barang dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan
yang disampaikan pada Pengguna Barang
melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
dan Pengurus Barang Pengguna.

: Dalam melaksanakan wewenang dan
tanggungiawabnya, Pejabat Pengelola Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang
Undangan dan bertanggung jawab kepada Bupan

Bulungan;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

=

: Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU melaksanakan wewenang
dan tanggung jawabnya sejak bulan Januari 2025 dan
diberikan honorarium sesuai standarisasi Pemerintah
Kabupaten Bulungan;

: Segala biaya vang dikeluarkan akibat ditetapkannya

Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
Anggaran 2025 melalm Kode Rekening di masing -
masing Perangkat Daerah;

. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BULUNGAN,

ttd
SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslhinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKLUM,

ingkat [ / IVB

NIP. 19700310 199303 1 008
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Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 100.3.3.5/009,/DKOP-BUL

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

g -

b.

L

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu
pelayanan, maka perlu dibentuk Tim Pengaduan
Masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk Tim

Pengaduan Masyarakat vyang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas;

Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun
1933 tentang Pembentukan Daerah Tingkar 11 di
Kalimantan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 lentang
Keterbukaan Informasi Publik Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Nomor
2038);

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2987). Sebagaimana
telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karva menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomer 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

7. Peraturan Ombudsman Rl Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar
Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daersh Nomor 5 Tahun 2021 tetang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulungan (Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Nomor 46);

9. Peraturan Bupati Bulungan Nemor 17 Tahun 2022
tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan (Berita Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisaia Kabupaten Bulungan sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

: Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata bertugas :

a. Pengarah
Kc_:pﬂ]a Dinas adalah Kepala OPD yang dalam hal ini adalah

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Bulungan, bertugas :

1. Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan
pengendalian pengaduan pelayanan publik,

2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim
Pengaduan Masyarakat.

3. Melakukan koordinasi dengan OPD lain vang terkait
masalah yang diadukan.

b. Ketua
Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang bertugas

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggnta Tim

Pengaduan Masyvarakat Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Panwisata.

2. Membagi tugas dan memberikan arshan kepada
seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat,

3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelola
website Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

¢. Sekretaris
Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang
bertugas :
l. Menyiapkan  rekapitulasi  pengelolaan aspirasi
dan/atan pengaduan masyarakat secara berkala:



2. Menyiapkan survey Kepuasan Masyarakat secara
berkala;

3. Menyiapkan SOP Pengaduan Pelayanan Publik melalui
aplikasi SP4N LAPOR dan situs web
pengaduan.pu.go.id;

4. Menyiapkan laporan pengelolaan aspirasi dan/atau
pengaduan pelayanan publik secara berkala; dan

9. Menyampaikan laporan secara berkala hasil
pelaksanaan tugas ini kepada Ketua;

D. Tim Admin

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung
pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

2. Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari
masyarakat.

3. Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak,
saran sms, telepon website atau email.

4. Menjawab aduan masyarakat sesuai tugas pokoknya
masing-msing.

5. Mengajukan aduan masyarakat kepada Ketua Tim
apahila tidak mampu diselesaikan diluar
kewenanganya.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan
dengan menggunakan sarana sebagai berikut
1.SMS
2. Telepon
3. Website
4. Email

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengaduan Maasyarakat
sebagai dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab
dan melaporkan keglatan kepada kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila
di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini
akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

tmbina Utama Muda IV/c
NIP. §97100101999032006



LAMPIREAN :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR

; 100.3.3/7009/DKOP-BUL

TANGGAL: 2 Januan 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN
MASYARAKAT DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA

oA W ke

SUSUNAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Pengarah
Ketua
Sekretaris
Operator /Admin :
Anggota

: Kepala Dhnas
: SBekretaris Dinas
: Kasubag Umum dan Kepegawaian

Ronalisa Cristina

1. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga (Koordinator)
-  Mohamad Misdianto, S.Pd (Anggota)

2. Kabid Layanan Kepemudaan (Koordinator)
-  Mahfud Al Amrie, 5.E (Anggota)

3. Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatil (Koordinator]
- Darwansyah, 5.AB {Anggota)

4. Kabid Pembudayaan Olahraga (Koordinator)
- Isdalena (Anggota)

2emibina Utama Muda IV/c
NIPA197109101999032006



1L -

KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 000.8.3.4/05/DKOP-BUL
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

Menimbang :

Mengingat :

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

. bahwa dalam rangka penyampaian informasi publik kepada

masyarakat perlu adanya pengelolaan infomasi dan
dokumnetasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupate Bulungan.

bahwa untuk tertib dan lancarnva pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Website Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Panwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2025, maka perlu
dibentuk Pengelola website;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
tentang Pengelola Website Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72);

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Trunsaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 401,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);



Menetapkan :
KESATU

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infomasi Publik (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5149;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tetang Pembentukan

dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor
46);

8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata
kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022);

9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 46 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 {Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
2023 Nomor 46);

MEMUTUSEKEAN :

Pembentukan Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Kepermudaan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2024
dengan susunan Panitia sebagai berikut :



KEDUA

I. Pengarah :Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata

I. Penanggung jawab : Sekretaris

[II. Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

IV. Operator/Admin

: 1. Datu Gunawan Muhammad

Koordinator Bidang :

Pengelolaan website
Pariwisata

1. Bidang Pariwisata : Kabid Pariwisata dan Ekonomi
kreatifl
Samion

2. Bidang Pembudayaan

Olahraga : kabid Pembudayaan Olahraga
Isdalena
3. Bidang PPO : Plt. Kabid Peningkatan Prestasi
Olahraga

Muhammad Misdianto, 5.Pd
4. Bidang Layanan
Kepemudaan : Kabid Layanan Kepemudaan
Mahfud, SE
Kepemudaan Olahraga dan

Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud

Dinas

Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut

Pengarah :

a. bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan
pemecliharaan situs website.

b. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan
dalam pengelolas website.

c. Memberikan arahan pengelolaan website dan media sosial

Penanggung Jawab

n. Memberikan arahan pengelolaan website dan media sosial
agar dapat berjalan dengan tertib dan informasi yang
diberikan terupdate

b. Bertanggung jawab atas keseluruhan dan kelengkapan
konten media sosial, website

¢. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap informasi
publik pada konten media sosial, website

3. Ketua

a. Memimpin dan mengkoordinasikan tim website [penulis,
desainer, pengembang, dll.).

b. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

c. Mengevaluasi kinerja tim secara berkala.
4, Operator /Admin
a. Memeriksa dan memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan,
dan tanda baca.
b. Memastikan alur tulisan logis dan mudah dipahami.
¢. Menyesuaikan gaya penulisan dengan tone of voice yang
diinginkan website.
d. Memastikan fakta dan data yang disampaikan akurat.
o. Koordinator Bidang
a. Mengumpulan seluruh data dan dokumentasi kegiatan dari
masing -— masing bidang vyang dibutuhkan untuk
keperluan website
b. Menyusun, melengkapi dan mengirimkan data, agenda,
berita dan dokumentasi
a. Membuat dan mengirimkan berita beserta dokumentasi
kegiatan masing-masing Bidang

- Dalam melaksanakan tugasnya pengelola website sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU selalu berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab serta
melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
Tahun Anggaran 2025,

Keputusan Bupati Bulungan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 03 Januari 2025

an B NGAN

]
1 B(g,‘E,E,M.AP

bina Utama Muda IV/c
197109101992032006



KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR : 100.3.3.5/007 /DKOP-BUL
TENTANG
PEMBENTUEKAN TIM SURVEI] KEPUASAN MASYARAKAT
DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pelayanan,
maka diperlukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perhu dibentuk Tim survei Kepuasan
Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas:

. Undang — undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan

Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Tambahan
lembaran Negara 1959 Nomor 72);

Undang —Undang  Nomor 14  Tahun 2008 tentang
keterbukasn Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61};

- Undang -Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa
kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang No 2 Tahun
2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelavanan;

. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Birokrasi

Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik;

Peraturan Ombudsman Rl Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2021 tetang Pembentukan
dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
(Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Bulungan Nomor 46);



: 7. Peraturan Ombudsman Rl Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;

8, Perataran Daesrah Nomor 5 Tahun 2021 tetang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bulungan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bulungan Nomor 46);

9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022
tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi
gserta tata kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Bulungan (Benta Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Survei HKepuasan Masyarakat Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan
scbagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata bertugas :

. Membuat jadwal Survei Kepuasan Masyarakat

2. Membuat Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat

3. Mengumpulkan informasi dengan metode wawancara
dan kuisioner

4. Menganalisa/Mengelola data hasil Survei Kepuasan
Masyarakat

3, Menyusun laporan Survei Kepuasan Masyarakat

6. Menyusun laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan
masyarakat.

KETIGA : Menugaskan kepada nama yang tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Bulungan.

KEEMPAT ¢ Dalam melaksanakan tugasnya Tim Survei Kepuasan
Masyarakat Scbagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan kepada Kepala
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

KELIMA : Reputusan ini berlaku sejak tanggal di teta pkan dan apabila

di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Ke irt
‘ _ putusan ini
akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

E r'n =

cmpina Utama Muda IV/c
NIP.1197109101999032006



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR

: 100.3.3/7007 /DKOP-BUL

TANGGAL: 03 Januari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGADAN PARIWISATA

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Pengarah
Ketua
Sekretaris

. Kepala Dinas
: Sekretaris Dinas
: kasubag Umum dan Kepegawaian

Operator/Admin : Ronalisa Cristina

Anggota

1. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga (Koordinator]
Mohamad Misdianto, 5.Pd {Anggota)
2. Kabid Layanan Kepemudaan (Koordinator]
-  Mahfud Al Amrie, S_.E [Anggota)
3. Kabid Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Koordinator)
- Darwansyah, S.AB [Anggota)
4. Kabid Pembudayaan Olahraga (Koordinator)
Isdalena (Anggota)

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

1 S.E.M.AP
bina Utama Muda IV/c
197109101999032006



LA

BUPATI BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
Nomor : 100.3.3.5/001 /DKOP-BUL

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (FPTK),

Menimbang

Mengingat

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARITWISATA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN,

bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pendapatan
Anggaran Belanja Daerah dan kegiatan dalam Dokumen
Pelaksana Anggaran (DPA), maka di pandang perlu
Mengangkat Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK),
Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Penerima pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata;

bahwa nama dan/atau jabatannya tersebut dalam
keputusan ini  sesuai  dengan tugas dan fungsinva,
dipandang mampu untuk melaksanakan tugas- tugasnyva;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana di maksud
dalam huruf, a, dan b perlu Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tentang Mengangkat
Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan [PPTK), Pejabat Penata
Usahaan Keuangan [PPK), Pembantu

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Penerima Tahun Anggaran 2025:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 0 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indeonesia Nomor 1820}

sebagaimana beberapa kali diubah  teralchir dengan
Undang-Undang No 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin,
dam Daerah Tingkat 11 Tabalog dengan  mengubah
Undang-Undang no 27 Darurat No 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor al,
Tambahan Lembaran Negara No 27586):



sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang No B Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [1I  Tanah Laut,
Daerah Tingkat Il Tapin, dam Daerah Tingkat II
Tabalog dengan mengubah Undang-Undang no
27 Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara No 2756);

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor G5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang No 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2021,
Nomeor 2463, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

3 Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang -
Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856)

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6322);

S5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 T

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bulungan.



MEMUTUSKAN :
Menetapkan

Memperhatikan

KESATU

KEDUA

KETIGA

EEMPAT

Tembusan:

i

Bupati Bulungan

»
¥

#  Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas
Tabun Anggaran 2025,

10 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

11 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 51 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025

1 Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor : 900/ 1687 / BKAD-III
Tanggal 25 November 2024 Tentang Pelaksanaan
administrasi keuangan berkenaan akhir tahun anggaran
2024 dan awal tahun anggaran 2025.

Mengangkat Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTEK), Pejabat
Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Tahun
Anggaran 2025 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
scbagaimana tersebut lampiran keputusan ini.

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman
ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab dengan
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Segala  biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Bulungan 2025 sesuai dengan kode rekening dan kegiatannya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkanya 3
Januari sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tange? : 03 Januari 2025
an _ f ; LUNGAN,
'."Il._‘:;__:. ’ : L]
& o
| g, S.E,M.AP
' npbina Utama Muda IV /¢
197109101999032006

BEAD Kabupaten Bulungan

Inspekiur Inspekiorut Kabupaten Bulungan
Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.



Lampiran : Keputusan Bupatl Bulungan Kepala Dings Kepemudnan Olahrags dan Pariwisats Nomor : 100.3.3.8,/001 ) DKOP-BUL
Tentang Penganghatan Peabal Pengelola Teknis Kegiatan (PPTE)L, Pejabatl Penatausahaan Keoangan {PPK,
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Fembantu Bendahars Penerimasn Tahun Anggaran 2025

dan Kepegawalan

Telatis Kegiatan
|iPPTH)

Pomerintah Dseral
Kab. Bulungan

2 Administras Umam Perangkst Dasrh

3 Administrasi Kepegawnian Perangkat
Dasrah

4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penun|emng Urusan Pemerintah Daerah

5 Penyediaan jass penunjang urtisan
pemeriniahan dasrah

& Penyedisan Jasa pelayanan umum kantor
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L.

Mana Erviana, 53, M.AP
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[[FFTK]

Peningkatan Deays
Tardk Destinaxi

Pemasaran Parwitata

|
Pemasaran Pariwissia Dalam dan Luar

Megeri Daya Tark, Destinast dan Kawasan
Puriwiafta Kabupaten Bulungan

2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten Bulungen

3.26.03.2.01.01.5 1.0L.03.07. |
__p._E_

Clahraga

[PPTK)

Heolahragaan

Panwisnta
. e — —
4 |Fusalena, S E [Kepaln Bidang Tun_m_nn m_u._u,mﬂ_q_n Pengem bangan 1 Pembinsandan Pengembangan Hahrags 219032 05 0001.5.1.00 .mm.ﬂ_
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Penyadiran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudann
Terhadap Pemuda Pelopor
Kabupsten [ Kota, Wirnusaha Muda Pemiuls
din Peruda Kader Kabupaten/Kota

K Tm..E._EnE:. E Fli. Kepala Bidang |Pejabat Pengelola Pemgembangan | Pembinann dan Pengembangan Olahrags [2.19.03.2.01.00023.5.1.01.03.0
Peningkatan Tekmin Kegnntan Kapasitas Daye Saing Pendidikan vang Menjedi Kewsnangan R
Prestasi Oiahfagn |[PPTE] Eeolahragaan Dragrah Kabupaten Bulengen
Pembinaan den Pengembangan Olaliragas
Preslas Tingkat Daerah Propins
Penyelenpgearaan Kejuasasn Olahrngs
Tingkat Daerah
Kabupaien [ Kota
6 [Ardiansyah AKS.E Kepals Bidanj _"uﬂ...___".._.h Penpelols Perngembangan Pemberdayaan dan Pengembangan 2.19.00.23.02.0002.5,1.01.03.0
Layanan elmis Kegiatan Kapasitas Doyva Saing Organisisl Kepmudasn Tingkat Dacrah 0001
Hepemudaan [PPTE] Kepemudann Kabupaten | Kota

A

“_H_u_._._._._-._.:.n_u__ﬂ._.._

Muhammad Misdianie, 5.Pd

Pengadministrasi
Perkantoran

Pembantu Bendahara
Pengeloaran

2.19.00.2.02 0002 5,1.01.03.0
10001

Penelaah Tekmnis

Hebijakan

Pembantu Bendahara
Penerimasn

2:19.01.2.02.0002,5,1.00.03.0
10001

;i Tanjung Selar
103 Januari 2025

an. P 1 LUNGAN,

o ‘LUltaima Muoda IV /o
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FEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA

DAN PARIWISATA

Jalan Agatish Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 77212
Laman:hitps//dkep bulungan.go.id Pos-el: dkopbulungang@gmail .com

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
Nomor : 100.3.3.5/034 /DKOP-BUL

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PADA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

Menimbang : a bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Panwisata
Kabupaten Bulungan dipandang perlu untuk
menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa
pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Tahun Anggaran 2025;

b bahwa nama dan/atau jabatannya tersebut
dalam keputusan ini sesuai dengan tugas dan
fungsinya, dipandang mampu untuk
melaksanakan tugas-tugasnya;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana di maksud dalam huruf, a, dan b
perlu  Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata tentang menunjuk
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Tahun Anggaran 2025:

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nemor 2 Tahun 19523
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820 ) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat I Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin, dam Daerah Tingkat II Tabalog dengan
mengubah Undang-Undang no 27 Darurat No 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
Il di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara No 2756);



Tembusan @

LR

B. Pengadaan Lanpgsung Untuk Paket Pengadaan Jasa
Konsultasi dan/atau
C. Transaksi belanja barang melalui E-Catalogue/E-
katalog  Elektronik  bernilai  paling  tinggi
Rp.200.000.000,00 dengan menggunaan akun
PP/Pejabat Pengadaan Barang/jasa
2. Menyampaikan Hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen
Pemilihan Penedia Barang/Jasa Kepada PPK
3. Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Kepada PA/KPA; dan
4. Membuat Laporan Mengenai Proses Pengadaan kepada
PA/KPA,

KETIGA : keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dengan
ketentuan apabila dikemudian han terdapat kekeliruan
dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya,

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tan : 13 Januari 2025

i-fhng, S.E M.AP
snbina Utama Muda IV/c
L 197109101999032006

Bupati Bulungan

Inspektur Inspketorat Kabupaten Bulungan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan,
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Paniwisata
Yang bersangkutan,



KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 100.3.3.5./37.1 /DKOP-BUL

TENTANG

PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN HIBAH

Menimbang

Mengingat

H.

TAHUN ANGGARAN 20249
BUPATI BULUNGAN

bahwa untuk kelancaran dalam melakukan verifikasi
dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan
hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan
administrasi dan kesesuaian substansi dokumen
teknis  hibah dengan ketentetuan peraturan
perundang-undangan dipandang perlu membentuk
T

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat
(1) dan pasal 28 ayat {2) Peraturan Bupati Nomor 33
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Ewvaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial, Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Bagian Kesejahterasn membentuk tim
verifikasi dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Bulungan an Kepala
tentang Tmm Verifikasi Pemberian Hibah Tahun

Anggaran 2024;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11
di Kalimantan (Lembaran Negars Tahun 1953 No.9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Momor
1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27
Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indontenesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781},

4. Peraturan Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungi, serta tata kerja Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten
Bulungan

5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 22
tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban
serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuas

sosial
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Tim verifikasi pemberian hibah Tahun Anggaran 2024,
dengan susunan sebagai berikut:
I. Pembina : Kepala Dinas
1. Ketua . Sekretaris
ll. Wakil Ketua : Kabid Prestasi Olahraga
IV. Sekretaris : Perencana Ahli Muda
V. Koordinator :
Bidang PPO Pamiluddi, SE
Anggota 1. M Prihadi
2. M. Misdianto, S.Pd
Koordinator Ardiansyah, AK.SE
Bidang
Pemuda
Anggota 1. Fransisco, Amd, SE
2. Miskari, SPd
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima, memproses, mengkaji dan mengevaluasi
kelayakan permohonan calon penerima Hibah
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
Anggaran 2024;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

b. memverifikasi dan mengevaluasi permohonan Hibah
Kabupaten Bulungan; dan

c. melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan
Hibah.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada
ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan dan
bertanggungjawab kepada Bupati Bulungan.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini tidak di bebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan
Tahun Anggaran 2024

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024

Pempina Utama Muda IV /c
NIF.1197109101999032006
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BUPAT] BULUNGAN
PROVINS] KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 100.3.3.2/9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATASE KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN NOMOR
100.3.3.2/9 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGEATAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN /BARANG DAN BENDAHARA PADA

PERANGHKAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Pasal 12 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 4 ayat (2) huraf b
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, perlu meneiapkan Keputusan Bupati

tentang Pengangkatan Pejabai Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat

LDiarrah Kabupaten Bulungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana dimaksud,

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Perubahan Kedelapan Atas Keputusen Bupati Bulungan Nomar

100.3.3.2/9 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang

Pengangkatan Pejabat Pengpuna Angparan, Kuas: Pengpuna

Anggaran (Harang dan Bendahara pada Perangkat Daerah

Kabupaten Bulungan;

I. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Ralimantan(Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai
Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72,
Tambahan Lembaran Negara No. 1820} sthagaimana relah



=

beberapa kali diubah teralkhir dengan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Tanah Laut, Daerah Tingkat [I Tapin, dan Daecrah
Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No
27 Tahun 1959 tenteng Peoectapan  Undang-Undang
Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat [ di Kalimantan (Lembaran
Megara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2756(;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharsan Negera (Lembaran  Negarn  Republik
Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia No 4355), Sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang - Undang No 7 Tahun
2021 tentang  Harmonisazi Peraturan Perpajakan
{Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor
246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesta Nomor
6736j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 {entang
Pemerintahan  Dacrah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Negara Republik Indonegia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah [Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 63232);

Feraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mililk Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,



Memperhatikan:

3

[Berita Negara Republik Indenesia Tabhun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tashun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Bulungan Nomor
al);

1. Keputugan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024

Tanggal 2 Januari 2024 tentung Pengangketan Pejabat
Penggruna Anggaran, Kuass Pengguna Anggaran/Barang
dan Bendahara pada Perangkat Daersh Kabupaten
Bulungan.

. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/31 Tahun 2024

Tanggal 10 Januari 2024 tenlang Perubahan  Atas
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 /9 Tahun 2024 tentang
Pengangkatan Pejabat Pengpune Angearan, Kuaza Pengpuna
Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat
Daerah Kabupaten Bulungan;

. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/105 Tahun 2024

Tanggal 1 Februari 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang
Pengangkatan Pejabat Pengguna  Anggaran, Kuasza
Pengguna Anggaran/Barang dan  Bendahara peda
Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan:

Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/251 Tahun 2024
Tanggal 22 Maret 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang
Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat
Daerah Kabupaten Bulungan:

3. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/287 Tahun 2024
Tanggal 16 April 2024 tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang
Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat
Daerah Kabupaten Bulungan:

. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/313 Tahun 2024

Tanggal 27 Mei 2024 tentang Perubahan Kelima Atas
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Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2 /9 Tahun 2024 tentang
Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkst
Daerah Kabupaten Bulungan;
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/322 Tahun 2024
Tanggal 3 Juni 2024 tentang Perubahan Keenam Atas
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 tentang
Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan Bendahara pada Perangkat
Daerah Kabupaten Bulungan;
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/446 Tshun 2024
Tanggal 2 September 2024 tentang Perubahan Ketujuh
Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024
tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan  Bendaharas  pada
Perangleat Daerah Kabupaten Bulungan;
Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/614 Tahun 2024
Tanggal 25 Neovember 2024tentang Perubahan Kedelapan
Atag Keputusan Bupati Nemor 100.3.3.2/9 Tehun 2024
tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan  Bendahora  pada
Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
Keputusan  Bupati Nomor 800,1.3.1/2257 /BKPSDM-I
tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Prlaksana Tugas Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bulungsn.
Keputusan Bupati Nomor 800.1.3/1175/BEKPSDM-II
lafigga 4 September 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri
Sipil dan Keputusan Bupati Bulungan.
Keputusan Bupati Bulungan Nomor:
§00.1.3/1170/BEPSDM-I1 tanggal 8 Agustus 2024 tentang
Mutasi Pegawai Neperi Sipil.
Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 100.2 /406 / HUKUM-
XI/2004 tanggal 30 Desember 2024 tentang Pengajuan
Mutasi Pegawai Negeri Sipil.



Menetaplan
KESATU

KEDUA

5

Usulan Keputusan Bupati Dan Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Bulungan.

14, Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor
045.5/031 /BEAD-II tanggal 2 Januari 2025 Perihal Usalan
Perubahan Keputusan Bupati tentang Pengkatan Pejabat
Pengpuna Anpparan, Kuasa Pengpuna Angparan fBarang dan
Bendahara Pada Perangkat Daerah KEabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN:

Mengubah Diktum KESATU Keputusan Bupati Bulungan
Nomor 100.3.3.2/9 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024
tentang Pengangkatan Prjabat Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahsra pada Perangkat
Daerah Eabupaten Bulungan, sebapgaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Bupati ini,

Keputusan Bupati ini mulai berlaku  pada t{anggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BULUNGAN,
ttd

SYARWANI

Salinan sesusai dengan aslinya

SEKRETARIAT DﬂEH_AH EABUPATEN BULUNGAN
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